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ABSTRAK

Penjaja seks melalui media social, dalam kini menjadi permasalahan criminal yang banyak
dijumpai melaui media social, Instagram, WhatsApp, Facebook, dll. Bagaimana aspek hokum pidana
dalam kejahatan cyber berupa penjaja seks komersial melalui media social, menjadi focus dalam
penelitian ini. Dengan metode penelitian yuridis normative diperoleh hasil Analisa berdasar pada
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Ketentuan pengaturan tindak pidana
prostitusi online di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang yang bersifat sektoral dan
kasuistis. Undang-undang No 19 tahun 2016 dan 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan
Undang-Undang yang paling komprehensif dalam mengatur ketentuan tentang prostitusi online
karena mengatur tentang dokumen elektronik atau informasi elekronik sebagai media dalam prostitusi

online.

Kata Kunci :Penjaja Seks Komersial, Media Sosial, Hukum Pidana

I. PENDAHULUAN bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah

Prostitusi, sebuah bisnis yang identik
dengan dunia hitam ini merupakan salah satu
bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat
cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya
beberapa tubuh yang secara profesional
bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah
sampai kapanpun bisnis ini tidak akan
menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan
hanya berdampak pada mereka Yyang
melakukannya vyaitu perlaku dan pemakai
jasanya akan tetapi juga berimbas kepada

masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran

! Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin
W.J, Pelacuran di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1997), h. 3

tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan
tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya.
Agama sebagai salah satu pedoman dalam
hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh
mereka yang terlibat di dalam praktek
prostitusi ini dan benar-benar merupakan
perbuatan yang dilarang oleh agama.
Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu
akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari
penyimpangan seksualitas yang normal dan

juga agama. *
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Berbagai alasan orang-orang yang tidak

bertanggung jawab menggunakan media
internet ini sebagai sarana mempromosikan
pelacuran, seperti alasan strategis danaman.
Media ini memang lebih aman jika
dibandingkan dengan langsung menjajakan di
pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi.
Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih
leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling
bertemu langsung antara seorang pelaku
prostitusi dengan orang yang ingin memakai
jasanya. Peraturan yang ada di Indonesia
seharusnya sudah mampu untuk menggulung
praktek prostitusi melalui dunia maya ini.
Namun sayangnya  dengan kendala
keterbatasan yang ada pemerintah belum
mampu untuk menutup situssitus dunia maya
yang jelas-jelas berbau praktek protitusi.
Memang dimasa sekarang, teknologi seperti
mata pisau, yang satu dapat digunakan untuk
hal-hal yang baik dan jika digunakan oleh
orang yang tidak bertanggung jawab maka
akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Prostitusi atau juga bisa disebut
pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu pro-
situare yang berarti membiarkan diri berbuat
zina, melakukan perbuatan persundalan,
pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa

Inggris prostitusi disebut prostitution yang

2 Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada 1997), Jil | Edisi 2, h.177

3 W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa
Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h.548

4 Promiskuitas adalah Hubungan seks secara bebas
dan ketidak acuhan emosional, melakukan hubungan
seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi

artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin
yaitu pelacuran, persundalan atau
ketunasusilaan. Orang yang melakukan
perbuatan prostitusi disebut pelacur yang
dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna
Susila.?

Pelacuran  dalam kamus Bahasa
Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur
yang bearti malang, celaka, sial, gagal, atau
buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang
melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran
adalah perihal menjual diri sebagai pelacur,
penyundalan. * Menurut William Benton
dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran
dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual
yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih
dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) *
untuk imbalan berupa uang. ° Sedangkan
secara terminologis, pelacuran atau prostutisi
adalah penyediaan layanan seksual yang
dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk
mendapatkan uang atau kepuasan.®

Penjaja seks melalui media social ,
dalam kini menjadi permasalahan criminal
yang banyak dijumpai melaui media social,
WhatsApp, Facebook, dll.
Bagaimana aspek hokum pidana dalam

Instagram,

kejahatan cyber berupa penjaja seks komersial

dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan
banyak laki-laki.

5 Tahnh-Dam Truong, Pariwisata dan Pelacuran di
Asia Tenggara, Terjemahan: Moh. Arif (Jakarta:
LP3ES, 1992). H.I15

® Robert P.Masland, Jr. David Estridge, Apa yang
Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1987), h.134
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melalui media social, menjadi focus dalam

penelitian ini.

Il. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang dilakukan
(hukum
normatif).Metode penelitian hukum normatif

adalah yuridis normatif
adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan hukum dari sisi normatifnya.” Oleh
karena itu penelitian hukum ini difokuskan
untuk mengkaji penelitian hukum tentang
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif, yakni norma hukum yang
terkait dengan kejahatan cyber penjaja seks
komersial melaui media sosial. Oleh karena
tipe penelitian yang digunakan adalah tipe
penelitian yuridis normatif, maka pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Pendekatan
tersebut melakukan pengkajian peraturan
perundang-undangan  yang  berhubungan
dengan pokok permasalahan.

1. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Adapun pengaturan pasal dalam KUHP
terkait tindak pidana terhadap kesusilaan yang
memuat unsur prostitusi diantaranya Pasal 282
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP, Pasal 296
KUHP serta Pasal 506 KUHP.

7 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian
Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang
2006, h..57

Yang membedakan dengan prostitusi
komersial hanyalah media yang digunakan
sebagai sarana untuk mejajakan jasa, prostitusi
baik dilakukan secara online, maupun offline
tidak jauh berbeda. Menurutnya, perbedaan
hanya kepada penggunaan internet sebagai
sarana. Karenanya, ia berpendapat bahwa
prostitusi online cukup diatur melalui KUHP
dan peraturan perundang-undangan terkait.

UU ITE tidak pernah mengatur khusus
prostitusi online, karena pada prinsipnya
prostitusi baik online maupun offline adalah
tidak jauh berbeda, yang menjadi pembeda
dengan hanya dari sisi pemanfaatan atau
penggunaan internet sebagai sarana kejahatan
atau pelanggaran. Dengan demikian, sebagai
delik konvensional, prostitusi online cukup
diatur melalui KUHP dan peraturan
perundang-undangan terkait.®
ITE dan

perubahannya sebatas melarang konten yang

Ketentuan dalam UU

berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1)
UU ITE:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki  muatan yang melanggar
kesusilaan.

8https://www.hukumonline.com/berita/baca/It55461
3f24a645/prostitusi-online-tidak-bisa-dikenakan-uu-
ite
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Hukuman bagi orang yang melanggar

ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah

sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat

(1) UU 19/2016, yatu:
Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar
kesusilaan sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1)dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 1 miliar.

UU ITE sendiri tidak mendefinisikan apa
yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan.
Namun, untuk memahami ‘“melanggar
kesusilaan” kita dapat merujuk pada
pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal
Demi Pasal dalam penjelasan atas pasal
kejahatan terhadap kesopanan. Soesilo (hal.
205) menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan “kesopanan” dalam arti kata
“kesusilaan” yaitu perasaan malu yang
berhubungan  nafsu  kelamin  misalnya
bersetubuh, meraba buah dada perempuan,
meraba tempat kemaluan wanita,
memperlihatkan anggota kemaluan wanita

atau pria, mencium, dan sebagainya.

Mengenai unsur melanggar kesusilaan
dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Majelis
Hakim dalam perkara pada Putusan Pengadilan

Negeri Surabaya Nomor

2191/Pid.B/2014/PN.Sby menjelaskan bahwa
melanggar  kesusilaan  adalah  tindakan
seseorang yang melanggar norma kesusilaan,
termasuk dalam  pengertian  melanggar
kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan
kontengambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi,
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk
pesan lainnya melalui berbagai bentuk media
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka
umum, vyang memuat kecabulan atau
eksploitasi seksual yang melanggar norma

kesusilaan dalam masyarakat.

Untuk itu, jika kata-kata/tulisan dan
gambar yang disiarkan oleh PSK tersebut
melalui media sosial memuat kecabulan atau
eksploitasi seksual yang melanggar norma
kesusilaan dalam masyarakat, maka PSK
tersebut dapat saja dijerat dengan Pasal 27 ayat
(1) UU ITE jo. Pasal 45 UU 19/2016.

Menyebarkan Konten Bermutan Asusila
di Sosial Media Menurut UU Pornografi Selain
UU ITE dan perubahannya, ada undang-
undang lain yang mengatur secara eksplisit
mengenai  menjajakan/mengiklankan  diri
terkait jasa pornografi, yaitu dalam Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi (“UU Pornografi”). Pasal 4 ayat (2)
UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang
dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan

atau tampilan yang mengesankan

ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
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c. mengeksploitasi atau  memamerkan
aktivitas seksual; atau

d. menawarkan atau mengiklankan, baik
langsung maupun tidak langsung layanan
seksual.

Jika iklan yang dilakukan olen PSK
tersebut disertai foto yang mengandung
muatan pornografi, maka ia juga dapat dikenai
pidana berdasarkan Pasal 8 jo. Pasal 34 UU
Pornografi:

Pasal 8 UU Pornografi:

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau
atas persetujuan dirinya menjadi objek
atau model yang mengandung muatan
pornografi.

Pasal 34 UU Pornografi:

Setiap orang yang dengan sengaja atau
atas persetujuan dirinya menjadi objek
atau model yang mengandung muatan
pornografi ~ sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

IV. KESIMPULAN
Dari  penelitian  diatas  penulis
memperoleh kesimpulan sebagai berikut :
Ketentuan pengaturan tindak pidana
prostitusi online di Indonesia diatur dalam
beberapa Undang-Undang yang bersifat
sektoral dan kasuistis.

Diantaranya Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang memuat unsur “muatan yang
melanggar kesusilaan”. Kemudian Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi yang memuat unsur jasa

pornografi.

UU ITE dan UU Pornografi merupakan
UU yang paling komprehensif dalam mengatur
ketentuan tentang prostitusi online karena
mengatur tentang dokumen elektronik atau
informasi elekronik sebagai media dalam
prostitusi online.
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